SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Y Alamat : Jl. Raden Anom Nomor 9 Puncak Rawas-Krui Pesisir Barat
@mail : kpupesbar@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 01.d/PP.04.2-Kpt/1813/Sek-Kab/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Laporan

Pertanggungjawaban  Penggunaan  Anggaran Di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, sesuai dengan
mekanisme pelaksanaan anggaran yang baru, perlu

ditunjuk atau diangkat Pejabat yang diberi wewenang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang  Penetapan  Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi



10.

11.

12.

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan
Umum dan Pemberian Kewenangan  untuk
Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
124 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
202 /KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan,
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

Keputusan  Sekretaris Jenderal KPU Nomor
459 /Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan
Kerja Komisi Pemilihan Umum;
Surat Edaran  Sekretaris Jenderal KPU Nomor
11/KU.03.2-SD/02/SJ/1/2020 Perihal Penunjukan
Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT TAHUN 2020.
Menunjuk dan Mengangkat nama-nama yang tersebut
dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut
dalam lajur 4, sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pesisir Barat Tahun 2020.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui

Pada tanggal : 03 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya




